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ABSTRAK 
 
Agustia Reza Merdekawati, 2009. ANALISIS PUTUSAN HAKIM 
PENGADILAN NEGERI WONOSOBO TERHADAP TINDAK PIDANA 
KORUPSI PENGADAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN OLEH 
MANTAN BUPATI WONOSOBO. Fakultas Hukum UNS. 
 Penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim  
Pengadilan Negeri Wonosobo dalam menjatuhkan Putusan Nomor 80/ Pid.B/ 
2008/ PN Wnsb menenai tindak pidana korupsi pengadaan mobil pemadam 
kebakaran serta untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Negeri Wonosobo 
tersebut sudah sesuai atau belum dengan  pengaturan tindak pidana korupsi dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila 
dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif. Jenis data yang 
digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan 
yaitu melalui penelitian putusan hakim serta penelitian kepustakaan, baik buku-
buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. 
Analisis data menggunakan teknik analisis data yang logis. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka 
disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi pengadaan mobil pemadam 
kebakaran dengan terdakwa Drs.Trimawan Nugrohadi, M.Si. adalah Pasal 3 jo. 
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana unsur-unsur 
yang ada didalamnya telah terpenuhi. Dengan demikian terdakwa dijatuhi pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan dan pidana denda sebesar 
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta pidana tambahan untuk membayar 
uang pengganti sebesar Rp.324.775.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh 
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo 
telah sesuai dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa 
dan memutus perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Wonosobo. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Wonosobo sudah memenuhi ancaman pidana minimal khusus dalam Pasal 3 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana 
penjara 1 (satu) tahun dan Pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 
disamping itu juga memenuhi ancaman pidana dalm Pasal 18 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana tambahan untuk membayar 
uang pengganti sebesar Rp.324.775.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh 
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, Pasal 1 ayat (1) dan (3) 
ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk 
Republik, berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) dan bukan berdasarkan atas 
kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum 
yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi 
hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung 
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 
 
 Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh 
dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja 
orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan 
hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk 
bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu 
merupakan salah satu proses penegakan hukum. 
 
 Di dalam suatu negara, tidak hanya proses penegakan hukum yang 
penting, pembangunan nasional pun juga menjadi prioritas. Proses 
pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, 
selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang 
memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan 
tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang 
dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini 
tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran 
terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. 
 
 xi 
 Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang 
lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat 
dimaklumi mengingat segi negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. 
Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. 
Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan 
stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial 
ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan 
moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. 
Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil 
dan makmur. 
 Kasus korupsi di Indonesia seakan-akan menjadi persoalan yang tak 
pernah bisa untuk diberantas. Penggunaan kekayaan negara untuk kepentingan 
pribadi maupun kelompok tanpa hak adalah sebuah indikasi adanya perbuatan 
korupsi. Begitu banyaknya kasus korupsi di semua level baik yang terjadi 
pada birokrasi pemerintahan, pengadilan, maupun sektor lainnya menjadikan 
Indonesia mengalami keterpurukan di mata internasional.  
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa intensitas korupsi di 
Indonesia telah menduduki peringkat 4 besar negara terkorup di dunia. 
Perkembangan tiap tahunnya tidak menunjukkan perbaikan yang berarti, 
bahwa negara Indonesia tidak beranjak pada posisi 5 besar negara terkorup di 
dunia. Salah satu hasil penelitian dari lembaga Transparency International 
(TI) menunjukkan bahwa sejak tahun 1999 hingga 2001 peringkat Indonesia 
selalu berada pada posisi 5 besar, bahkan pada tahun 2001 menjadi negara 
nomor 4 yang paling banyak terjadi kasus korupsi. ( Indonesian Court 
Monitoring. 2004. http://www.antikorupsi.org ) 
Banyaknya kasus korupsi yang sulit diberantas tersebut salah satu akar 
masalahnya adalah lemahnya sistem hukum yang ada di Indonesia. Beberapa 
kasus korupsi luput dari pemeriksaan di lembaga yudikatif. Banyak kesulitan 
yang muncul untuk membawa pelaku ke muka persidangan. 
 xii 
Berbagai macam kesulitan dihadapi oleh aparat yang berwenang untuk 
menyeret pelaku korupsi tersebut. Hambatan tersebut bisa disebabkan karena 
ada tekanan politis yang berasal dari campur tangan eksekutif maupun 
legislatif, atau dikarenakan oleh rumitnya birokrasi di peradilan. Tidak hanya 
itu, tidak jarang aparat penegak hukum juga ikut “bermain” dalam melindungi 
pelaku korupsi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kasus korupsi 
sulit untuk diberantas. ( Indonesian Court Monitoring. 2004. 
http://www.antikorupsi.org ) 
 Antisipasi atas tindak pidana korupsi diantaranya dengan 
memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif melalui penegakan 
hukum dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara 
preventif dan represif. Sesuai dengan sifat hukum pidana yang memaksa dan 
dapat dipaksakan , maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat 
dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum 
yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap 
kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan 
kepentingan perseorangan, perbuatan mana diancan dengan hukuman yang 
merupakan suatu penderitaan atau siksaan. 
 
 Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada asas-asas, sistematika 
perumusan Pasal-Pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga 
tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana 
dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat 
penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana 
korupsi dituntut lebih profesional yang disertai kematangan intelektual dan 
integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan 
dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dapat memperoleh keadilan 
dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya. 
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 Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang 
oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu 
perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus 
dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan 
kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang pada dirinya dan sekitarnya karena 
pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan 
sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang 
sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan (Oemar 
Seno Aji, 1997 : 12) 
 
 Sebagai contoh kasus dimana dalam kasus tindak pidana korupsi 
pengadaan mobil pemadam kebakaran yang dilakukan oleh mantan bupati 
Wonosobo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo menetapkan 
terdakwa Drs.TRIMAWAN NUGROHADI, MSi., dalam Putusan Nomor 80/ 
Pid. B/ 2008/ PN Wnsb  telah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana 
terdakwa dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun pidana penjara potong tahanan dan 
pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 
dua bulan. Terdakawa juga dijatuhi pidana tambahan untuk mengganti 
kerugian negara sebesar Rp 324.775.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta 
tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Walaupun putusan ini lebih ringan 
dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tetapi Majelis Hakim 
mempunyai beberapa pertimbangan  
  
 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian hukum dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM 
PENGADILAN NEGERI WONOSOBO TERHADAP TINDAK PIDANA 
KORUPSI PENGADAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN OLEH 
MANTAN BUPATI WONOSOBO  
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B. Perumusan Masalah 
 Agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu 
disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematik. 
Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis 
dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat 
mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. 
Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Apa dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Wonosobo 
dalam Putusan Nomor: 80/Pid.B/ 2008/ PN Wnsb mengenai tindak pidana 
korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran oleh mantan bupati 
Wonosobo? 
2. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 80/Pid.B/ 
2008/ PN Wnsb  sudah sesuai dengan pengaturan tindak pidana korupsi 
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
 
C. Tujuan Penelitian   
Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian 
adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah 
dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal 
tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 
1. Tujuan obyektif 
a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri 
Wonosobo dalam menjatuhkan Putusan Nomor 80/ Pid.B/ 2008/ PN 
Wnsb terhadap tindak pidana korupsi pengadaan mobil pemadam 
kebakaran oleh mantan bupati Wonosobo. 
b. Untuk mengetahui apakah putusan hakim Pengadilan Negeri 
Wonosobo Nomor 80/ Pid.B/ 2008/ PN Wnsb sudah sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 31 tahun1999 jo Undang-Undang Nomor 20 
tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
 xv 
  
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya 
Hukum Pidana. 
b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta 
pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah 
diterima selama menempuh kuliah guna melatih kemampuan dalam 
menerapkan teori-teori tersebut dalam prakteknya di masyarakat 
c. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi 
sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
   Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang 
berguna khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut . adapun 
manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat Teoretis 
a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada 
khususnya. 
b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah 
serta bahan masukan bagi penlitian sejenis di masa yang akan datang. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. 
b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, 
membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui 
kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh 
c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum 
khususnya berkaitan dengan penanganan terhadap tindak pidana 
korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Wonosobo. 
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E. Metode Penelitian 
  Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan 
konsisten (Soerjono Soekanto, 1986: 42). 
 
Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode penelitian 
sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
  Jenis penelitian yang akan Penulis lakukan adalah 
penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif 
yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup 
bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soerjono Soekanto, 1986: 52). 
 
2. Sifat Penelitian 
  Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan 
penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu suatu  penelitian untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala 
tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang 
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 
Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat 
membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun 
teori baru (Soerjono Soekanto, 2006:10). 
Berdasarkan pengertian di atas metode penelitian jenis ini 
dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang 
berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian 
dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, 
Penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang dasar 
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dalam menjatuhkan 
putusan pemidanaan  dalam perkara korupsi pengadaan mobil pemadam 
kebakaran dengan terdakwa Drs.Trimawan Nugrohadi, M.Si. dan putusan 
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hakim Pengadilan Negeri Wonosobo tersebut sudah sesuai atau belum 
dengan pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
3. Lokasi Penelitian 
  Berdasarkan jenis penelitian  yang digunakan yaitu 
penelitian hukum normatif yang menggunakan jenis data sekunder berupa 
bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang merupakan dokumen-
dokumen, maka penelitian mengambil lokasi penelitian di perpustakaan 
Fakultas Hukum UNS dan Pengadilan Negeri Wonosobo, dalam rangka 
mengidentifikasi data-data secara sistematis 
 
4. Jenis Data 
Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan 
Penulis berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh 
dari penelaahan dokumen dari penelitian serupa yang pernah dilakukan 
sebelumnya, yaitu putusan hakim, bahan-bahan pustaka seperti buku-
buku, artikel, literatur, koran, majalah, jurnal, internet, perUndang-
Undangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan pokok bahasan yang 
dikaji. 
5. Sumber Data 
 Dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan sumber 
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 
a) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang isinya mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu Putusan Hakim Pengadilan Negeri 
Wonosobo Nomor 80/ Pid.B/ 2008/ PN Wnsb atas kasus korupsi 
pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan terdakwa Drs.Trimawan 
Nugrohadi, M.Si, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yurisprudensi. 
b) Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang erat hubungannya 
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta 
memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian 
dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 
c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya 
kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. 
 
6. Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup 
permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka Penulis akan 
menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yakni 
kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-
dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang 
diteliti. 
 
7. Teknik Analisis Data 
 Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan 
menentukan, karena pada tahap ini terjadi proses pengolahan data. Dalam 
sebuah penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya 
berarti kegiatan mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis 
(Soerjono Soekanto, 1986: 251). 
 
  Dalam penulisan hukum ini, Penulis akan menggunakan 
teknik analisis isi (content of analysis) berdasarkan prinsip logis 
sistematis, yang hasil penelitiannya akan dijelaskan dalam hubungannya 
dengan kerangka teoritik atau tinjauan pustaka. 
 
 
 
 xix 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
 Penulisan hukum ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang akan 
dibagi dalam sub-sub bab, untuk mempermudah dalam memahami materi, 
yang akan dirinci sebagai berikut : 
 
BAB I   :  PENDAHULUAN 
   Dalam bab ini, Penulis akan mengemukakan gambaran umum 
mengenai  penulisan hukum yang mencakup latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika 
penulisan hukum. 
 
 BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
      Kerangka teori akan menjelaskan teori-teori yang 
berhubungan dengan judul. Pada bab II memberikan 
penjelasan mengenai tinjauan umum tentang putusan hakim, 
tinjauan umum tentang tindak pidana dan tinjauan umum 
tentang tindak pidana korupsi. 
B. Kerangka Pemikiran 
     Berisi alur pemikiran yang hendak ditempuh oleh Penulis, 
yang dituangkan dalam bentuk skema/bagan. 
 
 BAB III  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini, Penulis akan menyajikan hasil penelitian mengenai  
dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dalam 
menjatuhkan putusan pemidanaan  dalam perkara korupsi 
pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan terdakwa 
Drs.Trimawan Nugrohadi, M.Si. dan putusan hakim Pengadilan 
Negeri Wonosobo tersebut sudah sesuai atau belum dengan 
pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 
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31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 BAB IV  :  PENUTUP 
Pada bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian beserta saran-
saran yang Penulis berikan. 
 
 DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim 
a. Pengertian Putusan Hakim 
 Pengertian umum mengenai putusan pengadilan terdapat pada 
Pasal 1 angka 11 yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 
pengadilan terbuka, yang dapat nerupa pemidanaan atau bebas atau 
lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
 
 Kata “putusan” yang merupakan terjemahan dari vonnis yang 
juga berarti hasil akhir dari pemeriksaan perkara persidangan. Putusan 
hakim merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang 
pengadilan yang diberikan oleh hhakim (Leden Marpaung, 1992:406). 
 
Dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa putusan 
sedapat mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan 
permufakatan yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-
sungguh tidak tercapai, maka ditempuh dengan dua cara : 
1) Putusan diambil dengan suara terbanyak. 
2) Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, 
yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan 
bagi terdakwa. 
Menurut Yahya Harahap (2005: 347) bahwa putusan akan 
dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah 
hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan 
dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan 
di  sidang pengadilan.  
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b. Jenis Putusan Hakim 
  Putusan yang berkenaan dengan terdakwa sendiri antara lain : 
1) Putusan bebas (Vrijspraak) 
Putusan bebas terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP 
yang menyebutkan: 
 “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 
sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dilakukan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka 
terdakwa diputus bebas”. 
Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup 
terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti yang sah menurut ketentuan pada hukum 
acara pidana ini. 
 
2) Putusan dilepas (Onslag van alle Rechtvervolging) 
Terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang 
menyebutkan: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan 
yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi itu merupakan 
suatu tindak pidana maka terdakwa diputus dari segala tuntutan 
hukum”.  
Terdakwa Dilepas dari segala tuntutan hukum dapat 
disebabkan karena: 
a) Hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak 
pidananya  
b) Terdapat keadaan–keadaan istimewa yang menyebutkan yang 
menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, diantaranya 
yaitu: 
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(1) Pasal 44 KUHP, yaitu tentang orang yang sakit jiwa atau 
cacat jiwanya dan cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige 
ontwikkeling) 
(2) Pasal 48 KUHP, yaitu tentang keadaan yang memaksa 
(overmacht) 
(3) Pasal 49 KUHP, yaitu tentang pembelaan terpaksa 
(noodweer) 
(4) Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk 
menjalankan peraturan Undang-Undang. 
(5) Pasal 51 KUHP, yaitu melakukan perintah yang diberikan 
oleh atasan yang sah 
   Menurut Soedirjo pada Pasal-Pasal tersebut dikatakan 
sebagai Pasal yang bersifat umum. Disamping itu dikatakan pula 
terdapat yang menghapus pidana secara khusus dalam Pasal 
tertentu dalam Undang-Undang, antara lain yaitu, Pasal 166 dan 
310 ayat (3) KUHP. (Rusli Muhammad, 2006:137) 
3) Putusan Pemidanaan (Veroordeling) 
Terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang 
menyebutkan: 
“ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukann tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka 
pengadilan menjatuhkan pidana”. 
c. Formalitas yang Harus Dipenuhi dalam Putusan Hakim 
Secara umum formalitas yang harus ada dalam suatu putusan 
hakim baik terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi maupun Tindak 
pidana lainnya bertitik tolak pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) 
KUHAP. Dari ketentuan tersebut sedikitnya 10 ( sepuluh ) buah 
elemen harus terpenuhi. Menurut ayat (2) Pasal tersebut, apabila 
ketentuan tersebut tidak terpenuhi kecuali yang tersebut pada huruf g 
dan i, maka putusan batal demi hukum ( “van rechtswege nietig ” ). 
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Ketentuan-ketentuan formalitas tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ; 
2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ; 
3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan ; 
4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di 
sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ; 
5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; 
6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perUndang-
Undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan 
yang memberatkan dan meringankan terdakwa ; 
7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali 
perkara diperiksa oleh hakim tunggal ; 
8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua 
unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya 
dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ; 
9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai 
barang bukti ; 
10) Keterangan  bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan 
dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap 
palsu ; 
11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 
dibebaskan ; 
12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang 
memutus dan nama panitera. ( Lilik Mulyadi, 2000: 147-148 ) 
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2.  Tinjauan Umum Tentang  Hukum Pidana  
a. Pengertian Hukum Pidana 
 Secara bahasa, istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari 
bahasa Belanda “strafrecht”. Tidak ada pengertian baku mengenai 
hukum pidana ini. Pengertian hukum pidana dari beberapa sarjana 
memiliki beberapa pengertian. Kata-kata hukum pidana merupakan 
kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka dapat 
dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan di antara rumusan-
rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan sempurna 
yang dapat diberlakukan secara umum (P.A.F Lamintang,1997:1). 
 Pengertian hukum pidana menurut beberapa sarjana hukum 
antara lain: 
1) Soesilo (1997: 4) 
 Soesilo mengatakan bahwa hukum pidana merupakan 
kumpulan dari seluruh peristiwa-peristiwa pidana atau perbuatan-
perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang, 
yang apabila dilakukan atau dialphakan, maka orang yang 
melakukan atau mengalphakan tersebut akan mendapat sanksi atau 
hukuman. 
2) Moeljatno (1993: 1) 
  Hukum pidana adalah bagian daripadda keseluruhan 
hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar 
dan aturan untuk: 
(a)  Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau 
sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa 
melanggar larangan tersebut. 
(b)    Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka 
yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan 
atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam. 
(c)   Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 
melanggar tersebut. 
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3) Pompe 
 Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum 
mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan 
pidananya (dalam Martiman Prodjohamidjojo, 1997:5) 
 Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan 
bahwa ada tiga masalah pokok di dalam pengertian hukum pidana 
yaitu: 
(a) Adanya perbuatan melawan hukum 
(b) Adanya pertanggungjawaban pidana. 
(c) Adanya sanksi pidana. 
  
b. Pembagian Hukum Pidana 
 Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pidana dan Tata 
Hukum Indonesia (1989:264-265), membagi hukum pidana sebagai 
berikut: 
1) Hukum pidana obyektif (ius Poenale), adalah semua peraturan 
yang mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran 
mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. 
Hukum Pidana Obyektif dibagi menjadi: 
(a) Hukum pidana materiil, yaitu hukum pidana yang mengatur 
tentang apa, siapa dan bagaimana orang dapat dihukum atau 
mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta 
syarat-syarat bila seorang dapat dihukum. Hukum pidana 
materiil dibagi lagi menjadi: 
(1) Hukum pidana umum, yaitu hukum pidana yang berlaku 
terhadap setiap penduduk 
(2) Hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana yang berlaku 
khusus untuk orang-orang tertentu, contohnya : hukum 
pidana militer (berlaku bagi anggota militer) dan hukum 
pajak (berlaku bagi perseroan dan wajib pajak lainnya) 
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(b) Hukum pidana formil, yaitu hukum pidana yang memuat 
peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau 
mempertahankan hukum pidana materiil (disebut hukum acara 
pidana, karena memuat cara-cara untuk menghukum seeorang 
yang melanggar peraturan pidana). 
2) Hukum pidana subyektif (Ius Poenindi), adalah hak Negara atau 
alat-alat Negara untuk menghukum berdasar hukum pidana 
obyektif. Hukum pidana subyektif baru ada setelah ada peraturan-
peraturan dari hukum pidana obyektif terlebih dahulu. 
 
c. Fungsi Hukum Pidana 
 Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 
1) Fungsi Umum 
 Fungsi umum hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum 
pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau 
menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya 
memperhatikan perbuatan-perbuatan yang “sozi al relevan”, artinya 
yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat (Sudarto,1990 : 11). 
2)  Fungsi Khusus  
  Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi 
kepentingan hukum dari perbuatan yang akan memperkosanya 
(Rechtguterscautz) dengan sanksi yang berupa pidana, yang 
sifatnya lebih tajam jika dibandingkan sanksi dalam cabang hukum 
lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum pidana berfungsi 
memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat, 
dengan pengaruh atau upaya preventif  (pencegahan) terhadap 
terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum, disamping 
sebagai alat control (social control) (Sudarto, 1990 :11) 
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3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
a. Pengertian Tindak Pidana 
 Kata “tindak pidana” merupakan  terjemahan dari 
“strafbarrrfeit”. Perkataan “feit” berarti sebagian dari kenyataan atau 
“eengedeelte van werkwlijkheid”, sedangkan “strafbaar” berarti dapat 
dihukum. Sehingga sacara harfiah strafbaar feit dapat diterjemahkan 
sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum 
(Lamintang, 1997 :181). 
 Menurut Pompe perkataan strafbaar feit secara teoritis dapat 
dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap 
tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum (Lamintang, 1997 : 182) 
 Menurut Hermien Hadiati Koeswadji sebagaimana dikutip oleh 
A. Fuad Usfa dan Tongat, “Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah 
“tindak pidana” merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan 
dari istilah bahasa Belanda strafbaarfeit” (Hermien Hadiati Koeswadji 
dalam A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004:31). 
 Kata “starfbaarfeit” diartikan lebih khusus oleh Evi Hartanti, 
yaitu “Dalam bahasa Belanda, strafbaarfeit terdapat dua unsur 
pembentuk kata, yaitu strafbaar dan feit. Kata feit dalam bahasa 
Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang strafbaar berarti 
dapat dihukum, sehingga secara harafiah, kata strafbaarfeit berarti 
sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” (Evi Hartanti, 2007:5). 
 
 Sedangkan menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Evi 
Hartanti, “Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana 
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tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut” (Moeljatno 
dalam Evi Hartanti: 2007: 7). 
b. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Menurut pengetahuan hukum pidana, terdapat dua pandangan 
mengenai unsur-unsur tindak pidana (syarat pemidanaan), yaitu : 
1) Pandangan monistis, yaitu bahwa untuk adanya tindak pidana atau 
perbuatan pidana maka harus ada perbuatan pidana dan 
pertanggungjawaban pidana. Para ahli yang berpendapat demikian 
tidak memisahkan antara unsur adanya perbuatan, unsur 
pemenuhan rumusan Undang-Undang, dan unsur sifat melawan 
hukum sebagai perbuatan pidana dengan unsur kemampuan 
bertanggung jawab, unsur adanya kesalahan, dan unsur alasan 
penghapus pidana sebagai pertanggungjawaban pidana; dan 
2) Pandangan dualistis, yaitu bahwa adanya pemisahan antara 
perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, dimana jika 
hanya ada unsur perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-
Undang serta melawan hukum saja maka sudah cukup untuk 
mengatakan bahwa itu adalah tindak pidana dan dapat dipidana.  
Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai unsur-unsur 
tindak pidana, yaitu : 
1) adanya perbuatan; 
2) perbuatan tersebut memenuhi rumusan Undang-Undang, yaitu 
bahwa perbuatan tersebut harus masuk dalam ruangan Pasal atau 
perbuatan tersebut harus mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana 
secara abstrak disebutkan dalam Undang-Undang; 
3) adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti 
materiil. Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan 
dengan Undang-Undang. Sedangkan dalam arti materiil yaitu 
bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan 
 xxx 
undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai 
keadilan masyarakat; 
4) kemampuan bertanggungjawab seseorang dapat dipertanggung-
jawabkan jika ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan 
dan pikiran seperti orang-orang lain yang secara normal dapat 
menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara 
bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri; 
5) adanya kesalahan, yaitu ada/tidaknya kesengajaan dari seseorang 
melakukan tindak pidana atau ada/tidaknya kealpaan (sembrono, 
kurang hati-hati, kurang waspada) dari seseorang untuk melakukan 
tindak pidana; dan 
6) alasan penghapus pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan 
suatu tindakan. Ada suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang 
sebetulnya bertentangan dengan hukum tidak dapat dikenakan 
hukuman, yaitu perbuatan dalam keadaan berat lawan atau keadaan 
memaksa (overmacht), keadaan darurat (noodtoestand), bela diri 
(noodwear), melaksanakan Undang-Undang (teruitvoering van een 
wettelijk voorschrift, dan melaksanakan perintah-perintah yang 
diberikan dengan sah (ambtelijk bevel). 
c. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut : 
1) Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran. 
Kejahatan (recht delict) dirasakan oleh masyarakat sebagai 
perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan dipidana lebih 
berat daripada pelanggaran. Sedangkan pelanggaran (wets delict) 
adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana karena dalam 
Undang-Undang menyebutnya sebagai delik, dengan pidana yang 
relatif ringan. 
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2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil. 
Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang 
perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, 
bukan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya penghasutan 
(Pasal 160 KUHP) dan penghinaan (Pasal 315 KUHP). Tindak 
pidana materiil yaitu tindak pidana yang perumusannya 
menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya 
pembunuhan (338 KUHP); 
3) Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan 
Kealpaan. 
Tindak  pidana  dengan  unsur  kesengajaan  (delict dolus) 
merupakan  tindak  pidana  yang  terjadi  karena  pelaku  memang 
menghendaki  untuk  melakukan  tindak  pidana  tersebut,  
termasuk mengetahui  timbulnya  akibat  dari  perbuatan  tersebut,  
misalnya pembunuhan  berencana  (Pasal 340 KUHP).  Sedangkan  
tindak pidana  dengan  unsur  kealpaan  (delict culpa)  merupakan  
tindak  pidana yang  terjadi  sementara  sebenarnya  pelaku  tidak  
berkeinginan  untuk  melakukan  perbuatan  itu,  demikian  pula  
dengan  akibat  yang  ditimbulkannya  atau  tidak  adanya  
penduga-dugaan  yang  diharuskan  oleh  hukum  dan  penghati-
hatian  oleh  hukum, misalnya : karena kealpaannya menyebabkan 
matinya orang (Pasal 359 KUHP); 
4) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa. 
Tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat 
dituntut, diproses, dan diadili berdasarkan pengaduan dari korban, 
anggota keluarga, dan atau orang yang dirugikan. Tindak pidana 
biasa yaitu tindak pidana yang dapat dituntut, diproses, dan diadili 
walaupun tidak ada pengaduan; 
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5) Tindak Pidana Berlangsung Terus dan Tindak Pidana tidak 
Berlangsung Terus. 
Tindak pidana berlangsung terus merupakan tindak pidana 
yang terjadinya berlangsung terus-menerus, misalnya : merampas 
kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Tindak pidana tidak 
berlangsung terus atau tindak pidana yang berjalan habis, yaitu 
tindak pidana yang selesai pada suatu saat, misalnya : pembunuhan 
(Pasal 338 KUHP); 
6) Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Ommissionis, dan 
Tindak Pidana Commissionis per Ommissionis Commissa.  
Tindak pidana commissionis merupakan tindak pidana yang 
berupa pelanggaran terhadap larangan yang diadakan Undang-
Undang, misalnya : penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana 
ommissionis merupakan pelanggaran terhadap keharusan yang 
diadakan oleh Undang-Undang, misalnya : tidak menolong orang 
dalam keadaan bahaya (Pasal 531 KUHP). Kemudian yang 
dimaksud dengan tindak pidana commissionis per ommissionis 
commissa yaitu pelanggaran terhadap larangan yang diadakan 
Undang-Undang tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau 
tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya, misalnya 
: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak memberi susu 
(Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP); 
7) Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana dengan Pemberatan. 
Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana dalam 
bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, 
misalnya : penganiyaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana dengan 
pemberatan merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi 
ada keadaan yang memberatkan, misalnya : pencurian pada waktu 
malam (Pasal 363 KUHP);  
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8) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berganda. 
Tindak pidana tunggal yaitu tindak pidana yang terjadi 
cukup dengan satu kali perbuatan, misalnya : pembunuhan (Pasal 
338 KUHP). Tindak pidana berganda yaitu tindak pidana yang 
beru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya : 
penadahan (Pasal 481 KUHP); 
9) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. 
Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang 
perumusannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara 
khusus dalam Undang-Undang lain, misalnya : tindak pidana 
korupsi. 
3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi 
a. Pengertian Korupsi 
“Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut ‘korupsi’ (dari bahasa 
latin: corruptio = penyuapan; corruptore = merusak), gejala dimana 
para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang 
dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya” 
(Evi Hartanti, 2007:8).  
 Secara harafiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat 
dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi, memang akan 
menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-
segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau 
aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena 
pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau 
golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan 
demikian, secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa 
sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas (Evi 
Hartanti, 2007:9). 
 
 Secara Yuridis-Formal pengertian Tindak Pidana Korupsi 
menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat dalam Bab II tentang 
Tindak pidana Korupsi yaitu Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Bab III 
tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana 
korupsi yaitu Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Untuk itu, terdapat 
beberapa pengertian dan tipe Tindak Pidana Korupsi, antara lain: 
1) Pengertian Korupsi Tipe Pertama 
 Pengertian Korupsi tipe ini terdapat dalam ketentuan 
Pasal 2 yang secara redaksional berbunyi: 
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara 
atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda 
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana 
mati dapat dijatuhkan. 
 
Dari pengertian tersebut, dapat ditarik unsur-unsur sebagai 
berikut: 
a) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi. 
b) Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum. 
c) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara. 
d) Dalam hal tertentu, pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi 
hukuman mati. 
 
2) Pengertian Korupsi Tipe kedua 
Pengertian Korupsi tipe ini terdapat dalam ketentuan Pasal 
3 yang secara redaksional berbunyi: 
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
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keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. 
 
Dari pengertian tersebut, dapat ditarik unsur-unsur sebagai 
berikut: 
a) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau kedudukan. 
b) Tujuan dari perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi. 
c)  Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian Negara. 
 
3) Pengertian Korupsi Tipe Ketiga 
 Pengertian Korupsi tipe ini terdapat dalam ketentuan Pasal 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 12 C dan 13 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001. 
 
4) Pengertian Korupsi Tipe Keempat 
 Pengertian korupsi tipe ini adalah tipe korupsi percobaan, 
pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan, 
sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh orang di luar wilayah Indonesia (Pasal 15 dan Pasal 
16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). 
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5) Pengertian Korupsi Tipe Kelima 
 Sebenarnya, pengertian tipe ini bukan bersifat murni 
Tindak Pidana Korupsi, melainkan Tindak Pidana Lain yang 
berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam 
Bab III  Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001. (Lilik Mulyadi, 2000:17) 
 
b. Subjek Tindak Pidana Korupsi 
 Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah 
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, 
disebutkan mengenai subjek tindak pidana korupsi, di antaranya adalah 
sebagai berikut: 
1) Korporasi 
 “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum” (Pasal 1 angka 1). Yang dimaksud dengan “korporasi” 
dalam Pasal tersebut, meliputi baik yang berbentuk badan hukum 
maupun yang tidak berbadan hukum. 
 Namun, menurut Muladi dan Dwija Priyatno sebagaimana 
dikutip oleh R. Wiyono, berpendapat bahwa yang dimaksud 
dengan korporasi, cukup dibatasi yang berbentuk badan hukum 
saja, karena jika termasuk yang tidak berbentuk badan hukum, 
maka penuntutan dan pemidanaannya terbatas terhadap orang saja, 
sedangkan terhadap korporasi tidak dapat dituntut dan dipidana 
(Muladi dan Dwija Priyatno dalam R. Wiyono, 2006:22). 
 
2) Pegawai Negeri 
“Pegawai Negeri adalah meliputi: 
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a) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-
Undang Kepegawaian; 
b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP; 
c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara 
atau daerah; 
d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi 
yang menerima bantuan keuangan dari Negara atau daerah; 
atau 
e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang 
mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau 
masyarakat” (Pasal 1 angka 2). 
 
 Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdiri 
dari: 
(1) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara; 
atau 
(2) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan daerah. 
Pembayaran gaji atau upah tersebut berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran pendapatan dan 
Belanja Daerah. 
 
Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 2 huruf d terdiri dari: 
(1) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 
menerima bantuan dari keuangan Negara; atau 
(2) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 
menerima bantuan dari keuangan daerah. 
Mengenai “keuangan Negara atau daerah” ditafsirkan sama seperti 
pada Pasal 1 angka 2 huruf c, yaitu Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan Anggraran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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Pegawai Negeri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 
angka 2 huruf e, meliputi: 
(1) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang 
mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara; 
(2) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang 
mempergunakan modal atau fasilitas dari masyarakat. 
Yang dimaksud dengan “modal” dalam ketentuan tersebut, tidak 
hanya berbentuk uang, baik untuk korporasi yang berbadan hukum 
mapun yang belum berbadan hukum. Sedangkan yang dimaksud 
“fasilitas” adalahperlakuan istimewa yang diberikan dalam 
berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga 
yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif termasuk 
keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
c) Setiap Orang 
 Yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan 
(individu-individu), atau termasuk korporasi. Bagi Moelyatno, 
ungkapan tersebut di atas berarti orang tidak mungkin 
dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak 
melakukan delik, tetapi meskipun dia melakukan delik, tidak selalu 
dipidana (Moeljatno, 1993 :155). 
  
 Terdapat asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana 
yang secara tegas menyatakan “Tidak dipidana tanpa ada 
kesalahan”, atau yang dalam bahasa Belanda berbunyi “geen straf 
zonder schuld”.  Berdasarkan asas tersebut, masalah 
pertanggungjawaban pidana sangat erat berkaitan dengan 
kesalahan. Bahwa untuk adanya kesalahan, harus dipikirkan 
adanya dua hal di samping melakukan perbuatan / tindak pidana, 
yaitu: 
a) Adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu. 
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Bahwa keadaan batin pelaku haruslah sedemikian rupa, hingga 
pelaku mengerti makna perbuatannya. Misalnya pelaku telah 
dewasa. 
b) Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut 
dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan 
dalam masyarakat. 
Bahwa antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan 
haruslah sedemikian rupa, hinga atas perbuatannya itu ia patut 
dicela. Misalnya jiwanya itu normal atau sehat. Dengan 
keadaan batin seperti itulah pelaku mestinya insyaf atau sadar 
atas perbuatannya. Syarat kedua inilah yang secara teoritis 
sering disebut dengan istilah “kemampuan bertanggung 
jawab”. Hanya terhadap orang-orang yang jiwanya normal 
inilah, dapat diharapkan tingkah lakunya sesuai dengan pola 
yang dianggap baik dalam masyarakat, sehingga terhadap 
pelanggarnya dapat dicelakan padanya (A. Fuad Usfa dan 
Tongat, 2004: 74). 
 
c. Pembagian Tindak Pidana Korupsi 
 Tindak pidana korupsi dapat dibedakan dan dikelompokkan 
sebagai berikut : 
1) Atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi, antara 
lain: 
a) Tindak pidana korupsi murni 
  Tindak pidana korupsi murni yang substansi objeknya 
mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum 
terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan 
Negara, perekonomian negarra dan kelancaran pelaksanaan 
tugas/pekerjaan pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang 
bersifat publik. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 12 B, 13 15, 16, dan 23 (menarik Pasal 220, 231, 
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421, 422, 429, 430 KUHP). Di antara Pasal-Pasal tsebut 
terdapat 20 Pasal yang memuat 38 tindak pidana korupsi murni 
b) Tindak pidana korupsi tidak murni 
 Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana 
yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum 
terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan 
tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak 
pidana korupsi. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 21, 22, 
dan 24. 
 
2) Atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi, antara lain: 
a) Tindak pidana korupsi umum 
 Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk-bentuk 
tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada 
orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan 
tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi. Tindak 
pidana ini dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 
22, 24, dan Pasal 220 dan 231 KUHP jo Pasal 23. 
b) Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara 
Negara 
 Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau tindak 
korupsi pejabat adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat 
dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri 
atau penyelenggara Negara. Rumusan tindak pidana pegawai 
negeri ini  terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan 23 
(mengadopsi Pasal 421, 422, 429, 420 KUHP) Undang-Undang  
Nomor 31 Tahun 1999. tindak pidana korupsi ini merupakan 
bagian dari kejahatan jabatan khusus. Sedangkan kejahatan 
jabatan umum ditempatkan dalam Pasal-Pasal Bab XXVII 
Buku II KUHP yang tidak ditarik atau dirumuskan ke dalam 
tindak pidana korupsi. 
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3) Atas dasar sumbernya, antara lain : 
a) Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP, yaitu 
sebagai berikut : 
(1) Tindak pidana yang dirumuskan tersendiri dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan tersebut berasal 
atau bersumber dari rumusan tindak pidana dalam KUHP. 
Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain tindak 
pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam 
Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
(2) Tindak pidana korupsi menunjuk pada Pasal-Pasal 
tertentu dalam KUHP dan ditarik mnejadi tindak pidana 
korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem 
pemidanaannya. Yang termasuk dalam kelompok ini 
antara lain tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam 
Pasal 23 yang merupakan hasil saduran dalam Pasal 220, 
231, 421, 422, 429, dan 430 menjadi tindak pidana 
korupsi. 
b) Tindak pidana korupsi yang oleh Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 dirumuskan sendiri sebagai tindak pidana korupsi. 
Tindak pidana ini berupa tindak pidana asli yan gdibentuk oleh 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001. yan termasuk dalam kelompok ini ialah 
tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam 
Pasal 2, 3, 12 B, 13, 15, 16, 21, 22, 23, dan 24. 
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4. Atas dasar tingkah laku atau perbuatan dalam rumusan tindak 
pidana, antara lain : 
a) Tindak pidana korupsi aktif  
 Tindak pidana korupsi aktif adalah tindak pidana korupsi yang 
dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. 
Tindak pidana korupsi aktif terdapat dalam beberapa Pasal 
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2001, antara lain : 
(1) Pasal 2 yang perbuatannya memperkaya (diri sendiri, 
orang lain atau suatu korporasi) 
(2) Pasal 3 yang perbuatannya menyalahgunakan 
kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan 
menyalahgunakan sarana. 
(3) Pasal 5:  
(a) ayat (1) sub a perbuatannya memberi sesuatu dan 
menjanjikan sesuatu 
(b) ayat (1) sub b memberi sesuatu 
(c) ayat (2) perbuatannya menerima pemberian 
(4) Pasal 7 ayat (1) sub a dan b melakukan perbuatan curang 
(5) Pasal 8 perbuatannya menggelapkan 
(6) Pasal 9 perbuatannya memalsu 
(7) Pasal 11 perbuatannya  menerima hadiah atau menerima 
janji 
(8) Pasal 12B perbuatannya menerima gratifikasi 
(9) Pasal 13 perbuatannya memberi hadiah atau memberi 
janji. 
b) Tindak pidana korupsi pasif 
Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsure 
tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Sebagaimana 
diketahui bahwa tindak pidana pasif itu adalah tindak pidana 
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yang melarang untuk berbuat aktif. Tindak pidana korupsi pasif 
terdapat dalam Pasal-Pasal berikut : 
(1) Pasal 7 ayat (1) sub b, d, dan ayat (2) yang membiarkan 
perbuatan curang. 
(2) Pasal 10 sub b perbuatannya membiarkan orang  lain 
menghilangkan, membiarkan orang lain menghancurkan, 
membiarkan orang lain merusakkan atau membiarkan 
orang lain membuat hingga tidak dapat dipakai. 
(3) Pasal 23 jo 231 KUHP perbuatan pasifnya membiarkan 
dilakukan salah satu kejahatan itu. 
(4) Pasal 24 perbuatannya tidak memenuhi ketentuan. 
 
d. Sifat Korupsi 
 Baharuddin Lopa membagi korupsi menurut sifatnya ke dalam 
2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut : 
1) Korupsi yang Bermotif Terselubung 
   Korupsi yang bermotif terselubung yaitu korupsi secara 
sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi 
sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata. Contoh: 
seorang pejabat menerima uang suap dengan janji akan menerima 
si pemberi suap menjadi pegawai negeri atau diangkat dalam suatu 
jabatan. Namun dalam kenyataannya setelah menerima suap, 
pejabat itu tidak mempedulikan lagi janjinya kepada orang yang 
memberi suap tersebut. Yang pokok adalah mendapat uang 
tersebut. 
 
2) Korupsi yang Bermotif Ganda 
    Korupsi yang bermotif ganda yaitu seseorang melakukan 
korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan 
mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermortif lain, yakni 
kepentingan politik. Misalnya, seseorang membujuk dan 
menyogok seorang pejabat agar dengan menyalahgunakan 
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kekuasaannya, pejabat itu dalam mengambil keputusannya 
memberikan suatu fasilitas pada si pembujuk itu, meskipun 
sesungguhnya si pembujuk (penyogok) tidak memikirkan apakah 
fasilitas itu akan memberikan hasil kepadanya. 
 
e. Ciri-ciri Korupsi 
Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Syed Husein Alatas dalam 
bukunya Sosiologi Korupsisebagai berikut : 
1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak 
sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator 
yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya 
termasuk dalam pengertian penggelapan (fraud). Contohnya adalah 
pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, 
di sini seringkali ada pengertian diam-diam di antara pejabat yang 
mempraktekkan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah 
satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, 
hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi 
perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang 
dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian 
mengakibatkan polemik dalam masyarakat. 
2) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korporasi 
itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang 
berkuasa dan mereka yang berkuasa dan mereka yang berada di 
lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan 
perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap 
dijaga kerahasiaannya. 
3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal 
balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang. 
4) Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha 
untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindungan di balik 
pembenaran hukum. 
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5) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas 
dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. 
6) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya 
dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat). 
7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.  
 
f. Faktor Penyebab Korupsi 
 Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai 
berikut : 
1) Lemahnya pendidikan agama dan etika; 
2) Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah 
kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung 
korupsi; 
3) Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-
kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang 
memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan 
terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat; 
4) Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para 
pelakunya bukan didasari oelh kemiskinan melainkan keserakahan, 
sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu 
melainkan para konglomerat; 
5) Tidak adanya sanksi yang keras; 
6) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi; 
7) Struktur pemerintahan; 
8) Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan 
radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional; 
9) Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa 
mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan (Evi 
Hartanti, 2007:11) 
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B. Kerangka Pemikiran 
 
 
   
 
 
Keterangan : 
 
 Setiap orang yang diduga dan atau melakukan tindak pidana 
korupsi akan diproses secara hukum melalui pengadilan. Apabila 
dalam proses peradilan yang bersangkutan terbukti telah terlibat dan 
atau melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim akan menjatuhkan 
putusan pidana, begitu juga apabila yang bersangkutan tidak terbukti 
telah terlibat dan atau melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim 
akan menjatuhkan putusan bebas 
 Dalam kasus tindak pidana korupsi ini Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Wonosobo menetapkan terdakwa telah melanggar Pasal 3 
Tindak pidana Korupsi 
Hakim 
Putusan 
sesuai 
 
Pertimbangan 
Hakim 
Terdakwa Drs.Trimawan 
Nugrohadi,M.Si. (perkara 
tindak Pidana korupsi 
pengadaan mobil 
pemadam keabakaran 
 
Tidak sesuai 
 
Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 jo Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 
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juncto Pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 yang diubah 
menjadi Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dimana terdakwa dijatuhi hukuman satu tahun 
penjara potong tahanan. Terdakwa juga didenda Rp 50 juta atau 
kurungan dua bulan serta mengganti kerugian negara sebesar Rp 324,7 
juta. Walaupun putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum tetapi majelis Hakim mempunyai beberapa 
pertimbangan. 
 
 Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba mengetahui apa dasar 
hukum sebagai pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan 
terhadap tindak pidana korupsi pengadaan monil pemadam kebakaran 
di Pengadilan Negeri Wonosobo dan Putusan Majelis hakim 
Pengadilan Negeri Wonosobo sudah sesuai atau belum dengan 
Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-
Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Nomor 80/ Pid.B/ 2008/ PN Wnsb terhadap Tindak Pidana Korupsi 
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran oleh Mantan Bupati Wonosobo 
Dalam rangka memperjelas dan memperkuat serta mendukung uraian dari 
bab-bab yang telah diuraikan dimuka, maka dalam bab ini penulis menyajikan 
data hasil penelitian yang selanjutnnya dianalisis untuk memperoleh 
kesimpulan. Dalam hal ini penulis terhadap analisis terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri Wonosobo. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Perkara tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Drs. Trimawan 
Nugrohadi, M.Si.  
a. Identitas 
Nama Lengkap :  Drs. Trimawan Nugrohadi, M.Si. 
Tempat Lahir : Wonosobo 
Umur/ Tanggal Lahir :  47 Tahun/ 26 Maret 1961 
Jenis kelamin :  Laki-laki 
Kebangsaan :  Indonesia 
Tempat Tinggal : Jagalan RT 03 RW 08 Desa Selomerto         
Kec.Selomerto Kabupaten Wonosobo 
Agama :  Islam 
Pekerjaan  :  Mantan Bupati Wonosobo periode 2000-
2005 
 
b. Kasus Posisi  
1) Terdakwa Drs. Trimawan Nugrohadi, MSi. Selaku Bupati 
Wonosobo periode tahu 2000-2005 yang dipilih oleh anggota 
DPRD Kabupaten Wonosobo periode 1999-2004 dan disahkan 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 
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131.33-485 tanggal 12 Oktober 2000 bersama dengan saksi Luhur 
Suseno, saksi Supanggat, S.T, saksi Hermawan dan saksi Tatang 
Sontani atau masing-masing bertindak atas kehendak sendiri, 
dalam tahun 2003, bertempat di kantor DPU Kabupaten Wonosobo 
atau di kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo, atau 
setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk 
daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosoboyang berwenang untuk 
mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut 
serta melakukan perbuatan yakni secara melawan hukum telah 
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian Negara lebih kurang sejumlah 324.775.000,- ( tiga 
ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 
atau setidak-tidaknya dalam jumlah sekitar itu. 
2) Pada tahun 2002, kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Wonosobo pernah mengajukan anggaran untuk pengadaan mobil 
pemadam kebakaran kepada Bupati Wonosobo melalui Kepala 
Bappeda Wonosobo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua 
ratus juta rupiah) yang tertuang dalam Daftar Usulan Skala 
Prioritas Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 
2003 Kabupaten Wonosobo tanggal 12 Februari 2002, karena DPU 
Kabupaten Wonosobo hanya memiliki satu unit mobil pemadam 
kebakaran yang kondisinya sudah tua. Usulan tersebut kemudian 
menjadi Rencana Anggaran Satuan Kerja DPUK Kabupaten 
Wonosobo dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Kabupaten Wonosobo tahun 2003 dalm pembahasan rapat 
paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo disetujui menjadi 
Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan selanjutnya 
ditetapkan dalam Peraturan daerah Nomor 30 Tahun 2002 Tanggal 
31 Desember 2002 tentang APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 
Anggaran 2003. 
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3) Saksi Supangat, S.T., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Wonosobo mengirimkan surat kepada Bupati Nomor : 
020/100 tanggal 21 Janiari 2003, yang isinya meminta persetujuan 
kepada Bupati Wonosobo (Terdakwa Drs.Trimawan Nugrohadi, 
M.Si.) untuk segera bisa direalisasikan pengadaan mobil pemadam 
kebakaran dengan cara penunjukan langsung, dengan alasan: 
1) Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran mendesak 
2) Pengadaan mobil pemadam kebakaran merupakan hal yang 
spesifik 
4) Drs. Trimawan Nugrohadi, M.Si. memerintahkan kepada Kepala 
DPU Kabupaten Wonosobo melalui saksi Drs. Trisunu untuk 
melakukan pemesanan mobil pemadam kebakaran dimaksud 
kepada PT Nasmoco Magelang. Namun karena Kepala DPU tidak 
ada ditempat, pemesanan mobil pemadam kebakaran dilakukan 
oleh Luhur Suseno selaku wakil Kepala DPU dengan Surat Nomor: 
020/123 tanggal 24 januari 2003, denga harga 795.000.000,- (tujuh 
ratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau lebih besar dari harga 
negosiasi. 
5) Setelah pemesanan mobil pemadam kebakaran dilakukan, 
terddakwa Drs. Trimawan Nurohadi, M.Si. baru mengeluarkan 
Keputusan Bupati Wonosobo, antara lain : 
a) Pembentukan Panitia Pengadaan Barang, dengan Surat 
Keputusan Nomor: 050/022/2003 tanggal 31 Januari 2003 
b) Pembentukan Badan Peneriksa Pekerjaan, dengan Surat 
Keputusan Nomor: 050/057/2003 tanggal 31 Januari 2003 
 Yang kemudian secara administrasi ditindaklanjuti dengan 
pembentukan/ penunjukan struktur organisasi proyek pengadaan 
mobil pemadam kebakaran tersebut. 
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6) Dalam pengadaan satu unit Mobil Pemadam Kebakaran Pada 
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo terjadi kerugian 
keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 324.775.000,00 dengan 
perhitungan sebagai berikut: 
a) Realisasi 
Pembayaran 
pengadaan satu unit 
mobil pemadam 
kebakaran sesuai 
Surat Perjanjiann 
Pemborongan. Rp. 786.500.000,- 
b) Potongan PPN dan 
PPH  Rp.   82.225.000,- 
c) Pembayaran setelah 
dikurangi PPN dan 
PPh.  Rp. 704.275.000,- 
d) Pembayaran chasis 
Toyota Dyna ke PT 
Nasmoco, Magelang  Rp. 104.500.000,- 
e) Pembayaran 
Karoseri ke PT 
Karya Makti Abadi, 
Ungaran Rp. 275.000.000,- 
f) Nilai Mobil 
Pemadam 
Kebakaran  Rp. 379.500.000,-  
g) Jumlah kerugian 
Keuangan 
Negara/Daerah  Rp. 324.775.000,- 
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c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Terdakwa diajukan ke Persidangan karena telah didakwa 
melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut: 
1)  Terdakwa telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
2) Terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan 
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
3) Terdakwa telah melanggar Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan ayat (2) 
jo Pasal 12 C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
  
d. Fakta hukum yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan di 
pengadilan 
1) pada saat terdakwa menjabat sebagai Bupati Wonosobo, periode 
2000-2005, yaitu pada tahun 2003 di Kabupaten Wonosobo ada 
proyek pengadan mobil pemadam kebakaran yang dananya 
dibiayai oleh APBD kabupaten Wonosobo tahun 2003 sebesar Rp. 
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) melanggar Undang-
Undang 
2) Besarnya pembayaran pengadaan satu unit mobil pemadam 
kebakaran sesuai dengan surat perjanjian pemborongan seharga 
Rp.786.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus 
ribu rupiah) dipotong PPN dan PPH sebesar Rp.82.225.000,- 
(delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), jadi 
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pembayaran setelah dikurangi PPN dan PPH sebesar 
Rp.704.275.000,- (tujuh ratus empat juta dua ratus tujuh puluh 
lima ribu rupiah) 
3) Pelaksanaan pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut 
dilakukan dengan cara penunjukkan langsung berdasarkan 
persetujuan dari terdakwa selaku Bupati Kabupaten Wonosobo 
dengan surat persetujuan Noomor 050/0076/2003 tanggal 11 
Februari 2003 
4) Saksi Supanggat telah mengirimkan surat permohonan kepada 
terdakwa, agar terdakwa menyetujui pelaksanaan pengadaan mobil 
pemadam kebakaran tersebut dilakukan dengan cara penunjukkan 
langsung dengan suratnya Nomor 020/100 tanggal 21 Januari 
2003. 
5) Pelaksanaan pengadaan mobil pemadam kebakaran tersbut belum 
pernah dilakukan pelelangan. 
6) Pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut bukan merupakan 
keadaan yang mendesak/ khusus. 
7) Penyedia jasa pengadan mobil pemadam kebakaran tersebut bukan 
merupakan penyedia jasa tunggal. 
8) Biaya pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut secara riil 
adalah Rp.379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima 
ratus ribu rupiah). 
9) Sisa biaya pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut setelah 
dikurangi PPN dan PPH adalah 324.775.000,- (tiga ratus dua puluh 
empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 
10) Sisa biaya pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut tidak 
pernak dikembalikan ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten 
Wonosobo 
11) Terdakwa telah menerima sisa biaya pengadaan mobil pemadam 
kebakaran dari saksi Hanafi Saleh dan saksi L.Sing Utomo. 
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e. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dalam 
Putusannya No.80/ PID.B /2008 /PN Wnsb terhadap unsur-unsur 
tindak pidana yang didakwakan 
Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan analisis yuridis 
mengenai dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri 
Wonosobo dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa 
Drs.Trimawan Nugrohadi, M.Si dalam perkara korupsi Pengadaan 
Mobil Pemadam Kebakaran dengan cara menganalisis dasar hukum 
pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi terhadap unsur-unsur 
perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 
dakwaan primair dan subsidair.  
Dasar hukum yang digunakan Majelis hakim pemeriksa dan 
pemutus perkara Nomor : 80/ Pid.B / 2008/  PN Wnsb  dalam 
Pertimbangannya adalah  sebagai berikut:  
1) Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
 Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa 
salah satu unsur dari dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 2 ayat (1) 
jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak 
terpenuhi. Dengan demikian Terdakwa dinyatakan tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
seagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu primer dan terdakwa 
dibebaskan dari dakwaan ke satu primer tersebut. 
Unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair 
yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut: 
a) Unsur Setiap orang 
 Majelis hakim melihat bahwa unsur setiap orang 
terpenuhi karena terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya 
sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan 
menurut hukum yang berlaku dan dipersidangan terdakwa 
mengakui bahwa identitas di dalam surat dakwaan dalam 
perkara ini adalah identitasnya. 
b) Unsur melawan hukum 
Terkait dengan unsur ”melawan hukum ”, bahwa dari 
apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri 
Wonosobo perihal terpenuhi unsur melawan hukum dari apa 
yang telah didakwakan kepada terdakwa didasarkan atas 
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 
a) Perbuaan terdakwa bertentangan dengan Keputusan 
Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Instansi Pemerintah 
karena tindakan Terdakwa Drs. Trimawan Nugrohadi, 
M.Si. yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 
050/022/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang 
Pembentukan Panitia Pengadaan barang, memerintahkan 
untuk melakukan pemesanan barang dan menentukan 
rekanan penyedia barang tersebut telah melampaui 
wewenangnya 
b) Perbuatan terdakwa tersebut juga bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 48 huruf b Undang-Undang Nomor 22 
tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah karena tindakan 
Terdakwa Drs. Trimawan Nugrohadi, M.Si. selaku Bupati 
Wonosobo telah mengambil kebijakan dan mengeluarkan 
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Keputusan-keputusan yang menyimpang dari ketentuan, 
dan kemudian menerima uang sisa/ kelebihan pencairan 
dana proyek sejumlah Rp. 324.775.000,- (tiga ratus dua 
puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) telah 
menguntungkan bagi dirinya dan merugikan Pemerintah 
daerah kabupaten Wonosobo dalam pengadan mobil 
pemadam kebakaran untuk melayani kepentingan umum. 
c) Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo 
berpendapat unsur ini tidak terpenuhi dengan dasar-dasar 
pertimbangan, yaitu berdasarkan fakta persidangan tidak 
ditemukan fakta perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi, karena dalam kenyataan tidak 
terungkap adanya kekayaan ataupun penambahan harta benda 
yang diperoleh dari hasil perbuatan melawan hukum terssebut 
baik bagi diri terdakwa, orang lain maupun suatu korporasi 
karena setelah terdakwa menerima uang sisa pencairan dana 
proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran Terdakwa 
mempergunakannya untuk: 
(1) Disumbangkan ke Persatuan Sepak Bola Indonesia 
Wonosobo (PSIW) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta 
rupiah) yang pada waktu itu diteerima pengurusnya yaitu 
Suwondo. 
(2) Selebihnya disumbangkan kepada persatuan-persatuan 
sepak bola yang ada di wonosobo untuk membangun 
lapangan sepak bola dan membeli kostum 
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d) Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara 
 Majelis Hakim Pengadilan Negeri wonosobo berpendapat 
unsur ini terpenuhi dengan dasar-dasar pertimbangan yaitu : 
(1) Saksi Drs. Joko Purnomo, M.M. menerangkan bahwa uang 
sisa pembayaran pengadaan mobil pemadam kebakaran 
sejumlah Rp.324.775.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta 
tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak pernah 
dikembalikan ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten 
Wonosobo oleh terdakwa Drs.Trimawan Nugrohadi, M.Si. 
(2) Perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Bupati 
Kabupaten Wonosobo  periode tahun 2000-2005 dalam 
pelaksanaan proyek pengadaaan mobil pemadam kebakaran 
pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo telah 
menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini 
Pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo sejumlah 
Rp.324.775.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh 
ratus tujuh puluh lima rupiah) 
 
2) Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
  Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa 
semua unsur dari dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi. Dengan 
demikian terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana seagaimana terdapat dalam 
dakwaan ke satu subsidair 
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Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai 
berikut: 
a) Unsur Setiap orang 
Mengenai unsur setiap orang, sudah cukup 
dipertimbangkan pada waktu mempertimbangkan unsur setiap 
orang dalam dakwaan primair maka pengertian tersebut 
dianggap diulang dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan 
subsidair sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Wonosobo berpendapat unsur ini telah terpenuhi. 
b) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan aatu kedudukan 
Majelis hakim Pengadilan Negeri Wonosobo 
berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada terpenuhi dengan dasar 
pertimbangan sebagai berikut: 
(1) Pelaksanaan pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan 
anggaran sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta 
rupiah) yang dilakukan  dengan  cara langsung tersebut 
telah menyimpang dari Keputusan Presiden Nomor 18 
Tahun 2000 jo Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 050/ 
021/ 2003 karena proyek pengadaan mobil pemadam 
kebakaran tersebut diadakan dengan anggaran di atas 
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak dilakukan 
dalam keadaan darurat karena telah direncanakan sejak 
awal tahun 2002, dan bukan merupakan barang spesifik 
yang hanya bisa disediakan satu penyedia barang, sehingga 
pelaksanaannya harus melalui prosedur lelang 
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(2) Terdakwa tidak mengindahkan ketentuan yang diatur di 
dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c Keputusan presiden nomor 
18 tahun 2000, walaupun terdakwa menyetujui penunjukan 
langsung tersebut berdasarkan surat yang diajukan oleh 
saksi Supangat No.020/100 tanggal 21 Januari 2003, akan 
tetapi alasan-alasan yang tercantum di dalam surat dari 
saksi Supangat tersebut tidak sesuai atau sama sekali 
berbeda dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 17 
ayat (4) huruf c Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000, 
sehingga terdakwa telah menyalahgunakan wewenang di 
dalam memberikan persetujuan tersebut. 
 
c) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo 
berpendapat unsur ini tidak terbukti dengan dasar-dasar 
pertimbangan yaitu : 
(1) Terdakwa mengakui bahwa setelah terdakwa menerima 
uang sisa pencairan dana proyek pengadaan mobil 
pemadam kebakaran menurut pengakuan terdakwa uang 
tersebut oleh terdakwa digunakan untuk : 
(a) Disumbangkan ke Persatuan Sepak Bola Indonesia 
Wonosobo (PSIW) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus 
juta rupiah) yang pada waktu itu diteerima pengurusnya 
yaitu Suwondo. 
(b) Selebihnya disumbangkan kepada persatuan-persatuan 
sepak bola yang ada di wonosobo untuk membangun 
lapangan sepak bola dan membeli kostum. 
(2) Pemberian sumbangan dari terdakwa kepada PSIW maupun 
kepada desa-desa tersebut dapat mengangkat nama baik 
terdakwa, sehingga selain menguntungkan orang lain atau 
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korporasi (dalam hal ini PSIW maupun desa-desa yang 
menerima bantuan dari terdakwa tersebut), maka perbuatan 
terdakwa tersebut juga menguntungkan bagi diri Terdakwa 
pada saat itu. 
d)  Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara 
Mengenai unsur “dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara”, Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Wonosobo berpendapat unsur ini terpenuhi pada terdakwa 
karena sudah cukup dipertimbangkan dalam 
mempertimbangkan unsur yang sama dalam dakwaan primair.  
 
B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo 
Nomor 80/ Pid.B/ 2008/ PN Wnsb terhadap Tindak Pidana Korupsi 
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran oleh Mantan Bupati Wonosobo 
Bentuk putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tergantung dari hasil 
mufakat musyawarah hakim berdasarkan pada penilaian yang mereka peroleh  
dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam 
pemeriksaan di persidangan pengadilan. Dakwaan yang didakwa oleh Jaksa 
Penuntut Umum dalam surat dakwaan menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari 
perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa 
terbukti atau tidak. 
Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tentang dasar hukum 
pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dalam menjatuhkan 
putusan dalam perkara korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan 
cara menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri terhadap unsur-
unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan 
primair dan subsidair yang kemudian memecah ke dalam unsur-unsur tindak 
 lxi 
pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
1. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 
18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
a. Unsur setiap orang 
Pengertian setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
adalah pengertian setiap orang dalam arti luas dimana pelaku tindak 
pidana korupsi ini tidak ada suatu keharusan seorang Pegawai Negeri, 
jadi juga dapat dilakukan oleh  orang yang tidak berstatus pegawai 
negeri atau Korporasi,yang dapat berbentuk badan hukum atau 
perkumpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang 
dimaksud dalam Pasal ini adalah siapa saja yang melakukan tindak 
pidana dan dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat 
bahwa unsur setiap orang ini terpenuhi dengan  mempertimbangkan 
bahwa terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya sehingga segala 
perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang 
berlaku. 
Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pertimbangan 
hakim tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
1) Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan. 
a) Drs.Trimawan Nugrohadi, M.Si adalah Bupati Wonosobo 
Periode Tahun 2000-2005. 
b) Drs. Trimawan Nugrohadi adalah orang yang sehat 
rohaninya. 
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 2) Alat bukti yang mendukung 
a) keterangan dari terdakwa Trimawan Nugrohadi bahwa 
identitas yang terdapat dalam surat dakwaan adalah identitas 
terdakwa. 
b) KTP atas nana Drs. Trimawan Nugrohadi 
c) SK Pengangkatan Drs. Trimawan Nugrohadi, M.Si sebagai 
Bupati Wonosobo. 
Berdasarkan dari fakta-fakta perbuatan yang dilakukan dan 
kejadian yang ditemukan serta alat alat bukti yang mendukung, maka 
penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri 
Wonosobo sudah sesuai dengan unsur setiap orang dengan Pengertian 
setiap orang yang dimaksud dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena Majelis Hakim melihat 
bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya sehingga segala 
perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang 
berlaku. 
b. Unsur secara melawan hukum. 
Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no 31 
Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20001 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum 
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun 
materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah perbuatan itu 
bertentangan dengan Undang-Undang/ Peraturan yang ada, artinya 
nyata-nyata perbuatan itu dilarang oleh ketentuan Undang-Undang/ 
Peraturan yang ada tersebut. Sedangkan dalam arti materiil adalah 
meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perUndang-
Undangan namun apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan 
norma-norma sosial, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. 
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Majelis hakim Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat 
bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 
yang ada terpenuhi dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa telah 
melanggar Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 dan Undang-
Undang Nonor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Pasal 43 
huruf d. 
Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pertimbangan 
hakim tersebut dengan melihat hal-hal sebagai berikut: 
1) Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan: 
c) Terdakwa mengadakan pertemuan dengan saksi Ir.Hanafi  
untuk  negosiasi harga dan sekaligus menunjukkan spesifikasi 
d) Terdakawa telah menyetujui pelaksanaan pengadaan mobil 
pemadam kebakaran dengan cara penunjukan secara 
langsung dengan anggaran Rp.800.000.000,-(delapan ratus 
juta rupiah). 
e) Menurut Pasal 17 (4) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 
2000 pengadaan jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah)  dan tidak dalam keadaan mendesak, 
maka harus dilakukan pelelangan. 
f) Drs. Trimawan Nugrohadi, M.Si. telah melampaui 
wewenangnya karena mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 
050/022/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pembentukan 
Panitia Pengadaan barang, maka perbuatan terdakwa 
bertentangan dengan Keputusa Presiden Nomor 18 Tahun 
2000. 
g) Terdakawa telah menerima uang sisa/ kelebihan pencairan 
dana proyek sejumlah Rp. 324.775.000,- (tiga ratus dua 
puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) 
sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 huruf b 
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Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 
daerah. 
2) Alat bukti yang mendukung: 
a) Keterangan saksi Luhur Suseno, Supangat, Ir. Hanafi Saleh, 
Drs. Trisunu, L.Sing Utomo, Hermawan, Tatang Sontani. 
b) Surat Keputusan Bupati Wonososbo Nomor 050/022/2003 
tentang Pembentukan Panitia Pengadaan barang dan Surat 
Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 050/057/2003 tentang 
pembentukan Badan Pemeriksa Pekerjaan. 
c) Surat kontrak / perjanjian pemborongan pekerja pengadaan 
mobil pemadam kebakaran Nomor 050/0017/2003. 
d) Surat Undangan Nomor 050/001 tanggal 4 Februari 2003 
perihal Undangan penunjukan langsung. 
e) Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo 
kepada Bupati wonosobo Nonor 020/100 tanggal 21 Januari 
2003 untuk memohon realisasi PMK dengan system 
penunjukan langsung. 
h) Surat Nomor 050/0014 perihal Usulan Persetujuan Penetapan 
harga pekerjaan pengadaan mobil pemadam kebakaran dari 
panitia pengadaan kepada pimpinan proyek. 
i) Perincian harga kendaraan mobil pemadam kebakaran, faktur 
kendaraan. 
j) Berita acara penerimaan barang Nomor 050/0023/2003 
tanggal 25 April 2003. 
k) Berita acara Pembayaran Nomor 050/0021/Pb/2003 tanggal 
10 Juni 2003. 
l) Slip/ bukti Pencairan dana proyek pengadaan Mobil 
pemadam Kebakaran oleh PB Wira mukti di Bank BPD, 
Pembayaran PPH/PPN dan Tanda bukti Pengeluaran. 
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Dalam hal ini penulis sependapat dengan pertimbangan hakim 
dalam Putusannya. Berdasarkan fakta perbuatan yang dilakukan dan 
kejadian yang ditemukan serta alat-alat bukti yang mendukung, maka 
Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 
Undang-Undang/ Peraturan yang ada, yaitu  Keputusan Presiden 
Nomor 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nonor 22 tahun 1999 
tentang Pemerintah Daerah Pasal 43 huruf d. Dengan demikian dasar 
pertimbangan hakim terhadap unsur melawan hukum dari perkara ini  
sudah sesuai dengan unsur melawan hukum yang terdapat dalam 
penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no 31 Tahun 1999 Jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 
c Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi 
Pengertian memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi 
adalah bahwa dari perbuatan yang dilakukan diharapkan timbulnya 
kekayaan pada diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi atau 
setidak-tidaknya dapt menimbulkan atau berakibat bertambahnya 
kekayaan bagi diri pelaku, orang lain atau suatu korporasi. Perbuatan 
yang tercantum dalam unsur ini bersifat alternative sehingga dengan 
dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsure ini dianggap unsure ini 
telah terpenuhi. 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dalam 
pertimbangannya berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan, 
tidak ditemukan fakta perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi. Menurut hakim dalam kenyataan tidak 
terungkap adanya kekayaan ataupun penambahan harta benda yang 
diperoleh dari hasil perbuatan melawan hukum tersebut baik bagi diri 
terdakwa, orang lain maupun suatu korporasi, tetapi akibat 
perbuatannya tersebut menguntungkan bagi diri terdakwa, orang lain 
atau korporasi karena uang sisa pencairan dana proyek pengadaan 
 lxvi 
mobil pemadam kebakaran disumbangkan kepada Persatuan 
Sepakbola Indonesia Wonosobo (PSIW) dan kepada Persatuan-
persatuan yang ada di desa-desa di Wonosobo. 
Berdasarkan hal tersebut penulis akan menganalisis 
pertimbangan hakim tersebut dengan melihat hal-hal sebagai berikut: 
1) Fakta perbuatan yang diilakukan dan kejadian yang ditemukan: 
a) Terdakwa telah menerima uang sisa pencairan dana proyek 
Pengadaan Mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 
324.775.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus 
tujuh puluh lima ribu rupiah), dan tidak dikembalikan kepada 
kas Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. 
b) Uang sisa pencairan dana proyek pengadaan mobil pemadam 
kebakaran tersebut disumbangkan kepada Persatuan 
Sepakbola Indonesia Wonosobo (PSIW) sebesar Rp. 
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan selebihnya 
disumbangkan kepada persatuan-persatuan sepakbola yang 
ada di desa-desa di Wonosobo untuk membangun lapangan 
sepak bola dan membeli kostum. 
2) Alat bukti yang mendukung: 
a) Keterangan dari terdakwa Drs. Trimawan Nugrohadi, M.Si 
yaitu terdakwa mengakui telah menerima uang sisa pencairan 
dana proyek Pengadaan Mobil pemadam kebakaran yang 
kemudian disumbangkan kepada Persatuan Sepakbola 
Indonesia Wonosobo (PSIW) dan kepada Persatuan-
persatuan yang adda di desa-desa di Wonosobo. 
b) Keterangan dari saksi Hermawan yaitu saksi telah 
mencairkan dana proyek pengadaan mobil pemadam 
kebakaran bersama-sama dengan saksi Ir. Hanafi, saksi 
L.Sing Utomo, saksi Drs.Trisunu, dan saksi Sugiantoro di 
BPD Jateng cabang Wonosobo. 
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c) Keterangan dari saksi Ir. Hanafi dan saksi L.sing Utomo, 
dimana saksi menerangkan bahwa setelah uang proyek 
sebesar Rp.786.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam 
juta lima ratus ribu rupiah) dicairkan, maka saksi hanya 
mengambil sesuai harga Chasis yaitu Rp. 104.500.000,- 
(seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dan L.Sing Utomo 
mengambil sesuai harga perakitan yaitu Rp.275.000.000,- 
9dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian sisanya 
diserahkan kepada terdakwa di kantor Bupati Wonosobo. 
d) Berita acara Pembayaran Nomor 050/0021/Pb/2003 tanggal 
10 Juni 2003. 
e) Surat permintaan pembayaran UUDP Beban Tetap Angaran 
pembangunan Nomor 921/0024/PU/2003 tanggal 10 Juni 
2003. 
f) Daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari 
Bendahara APBD TA 2003 kepada Bupati Wonosobo Cq. 
Kepala BPKD tanggal 10 Juni 2003 dan daftar Rincian 
Rencana Penggunaan tanggal 10 Juni 2003. 
g) Slip/ bukti Pencairan dana proyek pengadaan Mobil 
pemadam Kebakaran oleh PB Wira mukti di Bank BPD, 
Pembayaran PPH/PPN dan Tanda bukti Pengeluaran. 
Berdasarkan fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang 
ditemukan serta alat-bukti yang mendukung, maka penulis sependapat 
dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo 
yang menyatakan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau 
korporasi tidak terpenuhi. Penulis juga tidak menemukan fakta 
perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, tetapi 
akibat perbuatan terdakwa tersebut menguntungkan bagi diri terdakwa 
karena setelah terdakwa menerima uang sisa proyek pengadaan mobil 
pemadam kebakaran langsung disumbangkan kepada Persatuan Sepak 
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Bola Wonosobo (PSIW) dan Persatuan-persatuan sepakbola lainnya 
yang ada di desa-desa di Wonosobo. Unsur memperkaya diri sendiri, 
orang lain, atau korporasi sulit untuk dibuktikan dari pada unsur 
menguntungkan diri sendiri dalm Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dalam unsur 
memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi harus terdapat 
adanya kekayaan ataupun penambahan harta benda yang diperoleh dari 
hasil perbuatan melawan hukum tersebut baik bagi diri terdakwa, 
orang lain maupun korporasi. 
d. Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara. 
Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 
1999, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan 
perekonomian yang disusun sebaai usaha bersama berdasarkan asas 
kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang 
didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun 
di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan 
yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan 
kesejaahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. 
Majelis hakim Pengadilan Negeri wonosobo di dalam 
pertimbangannya menyebutkan bahwa unsur dapat merugikan 
perekonomian Negara dalam perkara ini telah terpenuhi. Dalam hal ini 
terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan bagi Negara 
khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo sejumlah 
Rp.324.775.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh 
puluh lima ribu rupiah) atas perbuatannya yang tidak mengembalikan 
uang sisa proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran kepada kas 
Pemerintah Daerah kabupaten Wonosobo. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis akan 
menganalisis dasar pertimbangan hakim tersebut dengan melihat hal-
hal sebagai berikut : 
1) Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan 
 a) Negara dirugikan sebesar Rp.324.775.000,- (tiga ratus dua 
puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 
2) Alat bukti yang mendukung: 
a) Keterangan dari ahli yaitu Muchamad Hidayat, S.E. yang 
melakukan audit terhadap pengadaan mobil pemadam 
kebakaran, yang menerangkan bahwa pembayaran pengadaan 
satu unit mobil pemadam kebakaran sesuai dengan perjanjian 
pemborongan seharga Rp.786.500.000,- (tujuh ratus delapan 
puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dipotong 
PPN dan PPH sebesar Rp.82.225.000,- (delapan puluh dua 
juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah dikurangi 
PPN dan PPH maka didapatkan hasil sebesar 
Rp.704.275.000,- (tujuh ratus empat juta dua ratus tujuh 
puluh lima ribu rupiah). 
b) Keterangan dari saksi Hanafi Saleh, saksi L.Sing Utomo, 
saksi Hermawan dan saksi Trisunu serta saksi Muchamad 
Hidayat, S.E, yang kemudian diperoleh fakta bahwa harga 
yang sebenarnya dari mobil pemadam kebakaran adalah Rp 
379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus 
ribu rupiah). 
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo 
yang berpendapat bahwa unsur “dapat merugikan keuangan dan 
perekonomian Negara” terpenuhi, menurut penulis telah tepat. Dalam 
perkara tersebut telah jelas bahwa perbuatan terdakwa yang telah 
menerima uang sisa proyek pengadan mobil pemadam kebakaran dan 
tidak dikembalikan ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo 
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telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini adalah Pemerintah 
Daerah Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian pertimbangan 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri wonosobo terhadap unsur “dapat 
merugikan keuangan dan perekonomian Negara” terhadap perkara 
tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat 
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana korupsi. 
2. Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
a. Unsur Setiap orang 
Pengertian setiap orang dalam Pasal ini  sama dengan 
pengertian setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 
18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti yang telah dijelaskan di 
atas. 
Berdasarkan fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang 
ditemukan serta alat bukti yang mendukung, seperti yang telah dibahas 
dalam unsur setiap orang pada pembahasan sebelumnya, maka penulis 
sependapat dengan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri 
Wonosobo yang menyatakan unsur “setiap orang” dalam perkara ini 
terpenuhi. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim melihat bahwa 
Terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya sehingga segala 
perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang 
berlaku. Dengan demikian unsure setiap orang dalm pertimbangan 
hakim sudah sesuai dengan unsure setiap orang dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan 
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ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
b. Unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan. 
Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa 
unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan dalam perkara tersebut telah 
terpenuhi. Majelis hakim menilai bahwa dalam memberikan 
persetujuannya tersebut terdakwa tidak mengindahkan ketentuan yang 
diatur di dalam berdasarkan Pasal 17 ayat (4) huruf c Keputusan 
Presiden Nomor 18 Tahun 2000, walaupun terdakwa menyetujui 
peunjukkan langsung tersebut berdasarkan surat yang diajukan oleh 
saksi Supanggat Nomor 020/100 tanggal tersebut tanggal 21 Januari 
2003, akan tetapi alasan-alasan yang tercantum di dalam surat saksi 
supanggat tersebut tidak sesuai atau sama sekali berbeda dengan 
ketentuan yang diatur di dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c Keputusan 
Presiden Nomor 18 tahun 2000. 
Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan menganalisis 
pertimbangan hakim mengenai unsur menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan dengan melihat hal-hal sebagai berikut : 
1) Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan 
a) Terdakwa selaku Bupati Wonosobo memberikan persetujuan 
terhadap pelaksanaan pengadaan mobil pemadam kebakaran 
dilakukan dengan cara langsung dengan surat persetujuan 
Nomor 050/0076/2003 tanggal 11 Februari 2003. 
b) Surat dari saksi supanggat Nomor 020/100 tanggal 21 Januari 
tidak sesuai atau sama sekali berbeda dengan ketentuan yang 
diatur di dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c Keputusan Presiden 
Nomor 18 tahun 2000. 
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c) Nilai proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran sebesar 
Rp.786.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima 
ratus ribu rupiah) sudah melebihi/ melampaui criteria yang 
ditentukan di dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a Keputusan 
Presiden Nomor 18 Tahun 2000, yaitu sudah di atas Rp 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
d) Proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran di Kabupaten 
Wonosobo bukanlah merupakan suatu keadaan yang 
memaksa ataupun istimewa karena sebelumnya Pemerintah 
Daerah Kabupaten Wonosobo telah mempunyai 1 (satu) unit 
mobil pemadam kebakaran dan mobil pemadam kebakaran 
tersebut telah berfungsi, sehingga hal tersebut bertentangan 
dengan bunyi Pasal 17 ayat (4) huruf c Keputusan Presiden 
Nomor 18 Tahun 2000. 
e) Penyedia jasa pengadaan mobil pemadam kebakaran 
bukanlah penyedia jasa tunggal, dengan kata lain banyak 
penyedia jasa pengadaan mobil pemadam kebakaran, 
sehingga bertentangan dengan Pasal 17 ayat (4) Huruf d 
Keputusann Presiden Nomor 18 Tahun 2000. 
2) Alat bukti yang mendukung 
a) Keterangan dari Supanggat, saksi Tatang Sontani, saksi 
Luhur Suseno, saksi Drs hery Agung Priyanto, saksi Drs. 
Amin Suradi dan saksi hermawan serta saksi ahli Muchamad 
Hidayat yang menerangkan bahwa pelaksanaan mobil 
pemadam kebakaran dilaksanakan dengan cara penunjukan 
langsung. 
b) Keterangan dari saksi Muchamad Hidayat, S.E. di 
persidangan menerankan bahwa besarnya pembayaran 
pengadaan satu unit mobil pemadam kebakaran setelah 
dikurangi PPN dan PPH sebesar Rp.704.275.000,- (tujuh 
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ratus empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 
sehingga nilai terssebut melampaui criteria yang ditentukan 
di dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a Keputusan Presiden 
Nomor 18 Tahun 2000 yaitu sudah diatas Rp.50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah). 
c) Keterangan dari saksi Drs.Trisunu Cundoko Mulyo bahwa 
Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memiliki 1 (satu ) 
unit mobil pemadam kebakaran masih berfungsi namun 
kondisinya sudah tua dan sering rusak. 
d) Keterangan dari saksi ahli  Muchamad hidayat S.E. yang 
menerangkan bahwa pengadaan mobil pemadam kebakaran 
di Kabupaten Wonosobo bukanlah merupakan pengadaan 
yang mendesak/khusus. 
e) Keterangan dari saksi Taatang Sontani bahwa penyedia jasa 
pengadaan mobil pemadam kebakaran bukanlah penyedia 
jasa tunggal dengan kata lain banya penyedia jasa pengadaan 
mobil pemadam kebakaran. 
f) Surat permohonan Nomor 020/100 tanggal 21 Januari 2003. 
g) Surat Persetujuan Nomor 050/0076/2003 tanggal 11 Februari 
2003. 
Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim yang 
menyatakan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukaan telah 
terpenuhi. Dalam hal ini terdakwa selaku Bupati Wonosobo telah 
menyalahgunakan wewenangnya karena telah mengeluarkan Surat 
Persetujuan Nomor 050/0076/2003, dimana dalam mengeluarkan surat 
persetujuannya tersebut terdakwa tidak mengindahkan  ketentuen yang 
diatur di dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c Keputusan Presiden Nomor 
18 Tahun 2000. Berdasarkan fakta perbuatan yang dilakukan dan 
kejadian yang ditemukan serta alat bukti yang mendukung, maka 
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perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalan kategori unsur 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 
18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
c. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau 
korporasi. 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat 
bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain 
atau korporasi dalam kasus ini telah terpenuhi. Dalam dalam 
pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo 
berpendapat bahwa pemberian sumbangan dari terdakwa kepada PSIW 
maupun kepada desa-desa tersebut dapat mengangkat nama baik 
terdakwa, sehingga selain menguntungkan orang lain maupun 
korporasai, maka perbuatan terdakwa juga menguntungkan bagi diri 
terdakwa pada saat itu. 
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta 
alat bukti yang mendukung, terdakwa sewaktu menjabat sebagai 
Bupati Wonosobo Periode 2000-2005 telah menerima uang sisa 
pencairan dana proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran, yang 
kemudian uang tersebut disumbangkan ke Persatuan Sepak Bola 
Indonesia Wonosobo (PSIW) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta 
rupiah) dan selebihnya disumbangkan kepada persatuan-persatuan 
sepakbola yang ada di desa-desa di Wonosobo. 
Penulis sependapat dengan Majelis hakim Pengadilan Negeri 
Wonosobo. Dalam hal ini perbuatan terdakwa yang telah  
menyumbangkan sisa pencairan dana proyek pengadaan mobil 
pemadam kebakaran dapat menguntungkan diri sendiri, orang lain atau 
 lxxv 
korporasi. Menguntungkan disini tidak saja diartikan dalam bentuk 
yang nyata atau materiil saja, dengan kata lain perbuatan-perbuatan 
yang dilakukan terdakwa tidak harus memberikan implikasi pada 
kerugian keuangan secara nyata atau nominal terhadap Negara dalam 
kasus ini kas Pemerintah Daerah Wonosobo, akan tetapi 
menguntungkan lebih diartikan bagaimana terdakwa telah pernah 
menggunakan atau memanfaatkan uang sisa pencairan dana pengadaan 
mobil pemadam kebakaran tanpa memenuhi prosedur administrasi 
pemerintahan desa. 
 
d. Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara 
Seperti dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Wonosobo berpendapat bahwa unsur merugikan Keuangan 
Negara atau perekonomian Negara terpenuhi. 
Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan serta 
alat-alat bkti yang mendukung, penulis sependapat dengan Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang menyatakan bahwa unsur 
dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah 
terpenuhi. Dalam hal ini terdakwa telah menimbulkan kerugian 
keuangan bagi Negara khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten 
Wonosobo sejumlah Rp.324.775.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta 
tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas perbuatannya yang tidak 
mengembalikan uang sisa proyek pengadaan mobil pemadam 
kebakaran kepada kas Pemerintah Daerah kabupaten Wonosobo. 
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 Pertimbangan hakim selalu mencantumkan aspek yuridis yang 
meliputi unsur-unsur Pasal yang didakwakan dikaitkan dengan fakta-fakta di 
muka persidangan dan alat-alat bukti yang sah, Majelis Hakim  menyatakan 
bahwa unsure-unsur dalam Pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan dan begitupula kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa 
sesuai Pasal 44 KUHP dan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. 
 Selain tersebut diatas dicantumkan pula hal-hal yang meringankan dan 
hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu meliputi aspek diluar aspek yuridis 
perbuatan terdakwa antara lain aspek kemasyarakatan, aspek akibat, aspek 
pribadi pelaku (umur, belum/pernah dihukum), aspek perbuatan dan aspek 
psikologis. Beberapa aspek itu harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sehingga putusan tersebut 
dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum maupun sosial seperti hak asasi 
terdakwa ataupun rasa keadilan masyarakat akan tetapi terdapat hal yang 
penting yaitu dipenuhinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
supaya putusan tersebut sah menurut hukum. 
 Dalam kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran yang 
dilakukan oleh Drs. Triawan Nugrohadi, M.Si.,  Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Wonosobo menetapkan terdakwa Drs.TRIMAWAN NUGROHADI, 
MSi., dalam Putusan Nomor 80/ Pid. B/ 2008/ PN Wnsb  telah melanggar 
Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah 
menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dimana terdakwa dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 
pidana penjara potong tahanan dan pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh 
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka 
diganti dengan pidana kurungan dua bulan. Terdakawa juga dijatuhi pidana 
tambahan untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp 324.775.000,- (tiga 
ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dimana 
putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 
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 Majelis hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dalam putusan Nomor 
80/ Pid.B/ 2008/ PN Wnsb menetapkan bahwa Drs Trimawan Nugrohadi tidak 
terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mejelis hakim Pengadilan Negeri 
Wonosobo berpendapat bahwa salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
tidak terpenuhi yaitu unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi 
sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. 
 Mengenai pidana terhadap terdakwa pada perkara tindak pidana 
korupsi ini, hakim selain menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda juga 
menghukum terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara serta membayar 
biaya perkara. Pidana yang dijatuhkan pada terdakwa Drs.Trimawan 
Nugrohadi, M.Si. yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan 
dan pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  telah sesuai 
dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Dalam Pasal tersebut ancaman pidananya antara lain pidana 
penjara seumur hidup atau mengenal pidana minimum khusus, baik pidana 
penjara maupun pidana denda, yaitu minimum pidana penjara 1 (satu) tahun 
dan/atau denda minimum Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, 
berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan 
pembahasan penulisan hukum ini: 
1. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
tindak pidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan 
terdakwa Drs.Trimawan Nugrohadi, M.Si. adalah: 
a Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena tidak 
terpenuhinya satu unsur di dalam Pasal tersebut yaitu unsur 
memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat bahwa berdasarkan fakta 
persidangan tidak ditemukan fakta perbuatan memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, karena dalam kenyataan tidak 
terungkap adanya kekayaan ataupun penambahan harta benda yang 
diperoleh dari hasil perbuatan melawan hukum tersebut baik bagi diri 
terdakwa, orang lain maupun suatu korporasi karena setelah terdakwa 
menerima uang sisa pencairan dana proyek pengadaan mobil pemadam 
kebakaran tersebut langsung disumbangkan ke Persatuan Sepak Bola 
Indonesia Wonosobo (PSIW) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta 
rupiah dan selebihnya disumbangkan kepada persatuan-persatuan 
sepak bola yang ada di Wonosobo untuk membangun lapangan sepak 
bola dan membeli kostum. 
b. Terdakwa telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana unsur-unsur yang ada 
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didalamnya yaitu unsur setiap orang, unsur menyalahgunakan 
wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya, unsur dengan 
tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi serta 
unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi. Dengan 
demikian terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 
dipotong masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah) serta pidana tambahan untuk membayar uang 
pengganti sebesar Rp.324.775.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta 
tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 
 
2. Pada putusan hakim perkara tindak pidana korupsi pengadaan mobil 
pemadam kebakaran dengan terdakwa Drs.Trimawan Nugrohadi, M.Si. 
diperiksa dan diputus berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Wonosobo telah sesuai dalam menerapkan peraturan perUndang-
Undangan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi 
di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo. Putusan yang dijatuhkan 
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sudah memenuhi 
ancaman pidana minimal khusus dalam Pasal 3 berdasarkan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana penjara 
1(satu) tahu dan Pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 
disamping itu juga memenuhi ancaman pidana dalm Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana tambahan 
untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.324.775.000,- (tiga ratus dua 
puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Pidana yang 
dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Wonosobo telah memenuhi 
Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
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Korupsi walaupun tidak seberat yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 
serta belum memenuhi keadilan masyarakat karena ringannya pidana yang 
dijatuhkan pada terdakwa. 
B. Saran 
 Sebagai pelengkap dalam penulisan hukum (skripsi) ini maka penulis 
akan menyumbangkan beberapa pemikiran-pemukiran yang berupa saran 
yaitu: 
1. Bagi Pengadilan Negeri Wonosobo dalam memeriksa dan memutus 
perkara tindak pidana korupsi untuk meningkatkan kinerjanya dalam 
memberantas perbuatan pidana yang dilakukan di wilayah hukum 
Wonosobo khususnya pada tindak pidana korupsi. 
2. Dalam hal pemberian pidana diharapkan agar Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Wonosobo untuk lebih memperberat pidana yang dijatuhkan pada 
terdakwa perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini pidana penjara dan 
pidana denda dengan tujuan menjadi suatu terapi pencegahan bagi 
masyarakat khususnya perangkat desa yang lain atau pejabat pemerintahan 
untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu melakukan tindak pidana 
korupsi. 
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